PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 503/01572/4.14/2021
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TKIT NUR SAIFUDDIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLAL],

Menimbang : a  bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil studi
kelayakan telah memenuhi syarat operasional pendirian
Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Kelomp ;
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boyolali tentang Pemberian Izin Pendirian dan
Operasional Yayasan Pendidikan PAUD TKIT NUR SAIFUDDIN;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
1 Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Reublik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038); -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
(Lembaran negara republik indonesia Tahun 2018 nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 6215);
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012
tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu
Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 133);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
BoyolaliTahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 140);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1729);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1668); .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 896);

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 10);

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
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Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2018 Nomor 25);

18. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor
22);

19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Nomor 510.44/12630/4.1/2021 tanggal 10
September 2021 tentang Rekomendasi Ijin Operasional;

2.  Surat Kepala TKIT Nur Saifuddin Nomor
02/421-TKIT-NS/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang
Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN
Menetapkan 3
KESATU . Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini / Taman
Kanak-Kanak / Kelompok Bermain kepada:
1. Nama Satuan Pendidikan . Yayasan Pendidikan PAUD TKIT
NUR SAIFUDDIN
2. Penanggung Jawab . Dwi Suharno
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0262000931641
4. Alamat . Dk. Ringinsari RT.03/RW.02 Ds.
Randusari, Kes. Teras, Kab.
Boyolali
KEDUA . Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini / Taman Kanak-Kanak /

Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU
harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Keputusan ini berlaku selama Persekutuan dan Perkumpulan Taman
Kanak-kanak masih melakukan usaha dan/atau kegiatannya kecuali
diatur lain dengan Undang-Undang.

KEEMPAT . Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan
Persekutuan dan Perkumpulan Taman Kanak-kanak sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan maka pemberian ijin
tersebut pada Diktum KESATU akan dilakukan peninjauan kembali.

KELIMA . Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi :BOYOLALI
Pada Tanggal : 16 September 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALIL

PURNAWAN RAHARJO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali;
2. Pertinggal;
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